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Menimbang : a.

KABI'PATEIT ITALMAIIERA BARAT
TAHIIN A!TG&ARAil 2OI7

BT'PATI IIALMAIIERA BARAT,

bahwa dalam rangla tertib administrasi pengelolaan
Keuangan DaeraJ:. sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk
kelancaran pelaksanaan prograrn dan kegiatan dipandang
perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Badan
Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat
?ahunAnggaran 2A17;

bahwa Saudara EFENDI S. HIMBER yang diusulkan oleh
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Halmahera Barat, selaku pejabat pengguna anggaran
dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu
melaksan akan tugas kebendah araarln dalarn rangka
pelaksanaan Anggaran pada Badan Kepegawaian dan
Diklat Kabupaten Halmahera Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan
kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2OL7.

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 46 Tahun L999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara;

Mengingat : 1.

5. Undang-undang Nomor
Perbendaharaan Negara;

1 Tahun 2OO4 tentang
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6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AO4 teniang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparaflrr
Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ltr.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tatrun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Ketrangan Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun 2016 tenta:rg Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Hatmahera Barat Tahun Anggaran 2016

l3.Peraturan Daerah Kabupatur Halmatrera Barat Nomor 9
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belar{a
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2017;

l4.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016
tentang Peqiabaran Anggaran Pendapatan dan Belar$a
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
20fi;

Surat Usulan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Halmahera Barat Nomor : gOAlLL|BI<D/2OL7

tanggal, 9 Januari 2AL7, Perihal: Usulan Bendahara.

MEMUTUSKAIS:

Menunjuk Saudara TFENDI S. IIMBER NIP- 19A20924
2006A4 1 018 sebagai Bendahara Pengeluaran pada
Satuan Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Halmahera Barat Tahurr Anggaran 2A17 dengan atasan
langsungnya Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Halmahera Barat.

Bendatrara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Spesifikasi tanda tangan dan paraf tsendahara
sibagaiman2 dirnaksud Diktum Kesatu, tercantrrm sebagai
berikut:

KETIGA
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SPBCITIEN
BENDAI{ARA PENGELUARAI{

TANDA TANGAN PARAF

t
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal : lZ Januari 2;Al7

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah [Ls'
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum

lv

Kepala BKD
Kabag. Hukum & Orgs IW

Tenbusorn : Dimrnpaikan kePada Yttr ;
1. Menteri Dala:m Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan krwakilan Maluku utara di ?ernate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5, Kepala BPKD l(ab. Halmalrera Barat di Jailo.lo
6. Kepala BKD Kab. Halnahera Barat di Jailolo
7" Yang bersangfoutan untuk dan dilaksanakan *bagaimana mestinya

Frrr*tr TTALMAHERA BARAT,
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